
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 05 TAHUN 2021 

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS 

PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian 

dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian 

dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, perlu 

pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan 
Ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang 

dikenakan bea keluar;

b. bahwa penetapan Harga Patokan Ekspor atas produk 

pertanian dan kehutanan yang dikenakan Bea Keluar 

dilakukan setelah memperhatikan usulan tertulis dan 
hasil rapat koordinasi dengan instansi teknis terkait;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk

Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar;

: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4886);
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7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di

Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 395);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan

Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian

dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 675) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

36/M-DAG/PER/5/2012 tentang Tata Cara Penetapan 

Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian

dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1255);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 

tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea 

Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 262) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang 

Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 

Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1234);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK 

PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA 

KELUAR.

Pasal 1

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan 

berpedoman pada harga referensi yang ditetapkan 

berdasarkan harga rata-rata selama periodik terakhir 

sebelum penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE).

Pasal 2

(1) Tarif Bea Keluar untuk komoditi Kelapa Sawit, 

Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya 

berpedoman pada harga referensi yang didasarkan 

pada harga rata-rata tertimbang Cost Insurance Freight 

(CIF) Crude Palm Oil (CPO) dari Rotterdam, bursa 

Malaysia, dan bursa Indonesia, dan untuk komoditi Biji 

Kakao berpedoman pada harga referensi yang 

didasarkan pada harga rata-rata CIF Kakao 

Intercontinental Exchange (ICE), New York, satu bulan 

sebelum penetapan HPE sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

(2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah sebagai berikut:

a. Harga referensi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 

US$ 1.026,78/MT;

b. Harga referensi Biji Kakao sebesar 

US$ 2.537,37/MT.

(3) Berdasarkan harga referensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), tarif Bea Keluar untuk Kelapa Sawit, 

Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya 

sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada 

Lampiran II Huruf C dan tarif Bea Keluar untuk Biji 

Kakao sebagaimana tercantum dalam kolom 2 pada 

Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang
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Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 

Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 

tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea 

Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasal 3

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Kayu dan Kulit 

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk komoditi Biji 

Kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan bermerek 

dengan berat netto < 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan 

Pos Tarif ex 1511.90.36 yang meliputi merek dalam negeri 

dan merek luar negeri ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4 digunakan sebagai dasar penetapan 

Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar oleh Menteri 

Keuangan.

Pasal 7

Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku terhitung dari tanggal 

1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
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Pasal 8
Dalam hal masa berlaku Harga Patokan Ekspor (HPE) telah 
berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini dan Harga 

Patokan Ekspor (HPE) yang barn belum ditetapkan, maka 
Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dinyatakan 

tetap berlaku sebagai dasar penghitungan Bea Keluar sampai 

ditetapkannya Harga Patokan Ekspor (HPE) yang baru.

Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan 

Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

1 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Januari 2021

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

DIDI SUMEDI
Salinan sesuai dengan aslinya


